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ABTR AKSI 
Japar 

* 

Mahmul Siregar ** 

MArif"* 

Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina sesuai 
ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.16 Tahun 1992 jo P..asal 7 Peraturan 
Pemerintah No.14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan yang secara garis besar 
pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, 
pemusnahan dan pembebasan, atau biasa dikenal dengan sebutan 8 P). 

Penanggungjawab pelaksanaan karantina pertanian adalah Pemerintah melalui 
Badan Karantina Pertanian yang bertindak sebagai NPPO (National Plant Protection 
Organization), sedangkan pelaksanaan karantina dilakukan oleh petugas karantina. 
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya 
yang sangat luas dan penting, Badan Karantina Pertanian dihadapkan pada sejumlah 
kendala struktural, baik itu kendala anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya 
manusia. Oleh karena itu, untuk kelancaran pencapaian sasaran pelaksanaan tugas 
karantina tumbuhan, PP No. 14 Tahun 2002 memungkinan pelimpahan wewenang 
pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan kepada pihak ketiga. Namun dalam 
aplikasinya masih terdapat kendaJa oleh karenanya maka penelitian ini mengambil 
permasalahan berupa Bagaimana standar tindakan karantina tumbuhan yang hams 
dipenuhi oleh pihak ketiga yang sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992, 
PP No. 14 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Pertanian 
No.271/KPTSIHK.310/4/2006, Bagaimana pelaksanaan pelayanan tindakan karantina 
tumbuhan yang dilakukan oleh pihak: ketiga, Bagaimana pengawasan terhadap pihak 
ketiga dalam melakukan tindakan karantina tumbuhan, untuk dapat menjawab 
permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yang 
berjenis Jenis penelitian yang dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. 
maka penelitian ini lebih ditujukan untuk meneliti dan menganalisis keseluruhan 
norma-norma hukum yang bersurnber pada hukum yang tertulis sebagaimana 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula bahwa penelitian ini 
ditujukan untuk menemukan dan menganalisis norma-norma hukum positif mengenai 
standar-standar pelakuan karantina yang dilakukan oleh pihak ketiga dan norma
norma pengawasan terhadap pihak ketiga. 

Kata Kunci: 
Kewenangan 
Tindakan Karantina 
Pihak Ketiga 
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1 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak berdirinya World Trade Organization (WTO) pada 1 Januari 1995, 

penataan perdagangan dunia semakin kompleks. Ruang lingkup pengaturan WTO 

tidak lagi hanya menyangkut masalah-masalah tradisional dalam perdagangan 

intemasional seperti tariff dan hambatan non-tariff, tetapi sudah meluas pada 

masalah-masalah lain yang berhubungan dengan perdagangan, seperti persoalan 

lingkungan hidup, investasi, hak atas kekayaan intelektual, dan perdagangan jasa. Hal 

ini dapat dilihat dari salah satu tujuan dibentuknya WTO yakni untuk membentuk 

organisasi yang dapat menyediakan forum negosiasi dalam masa transisi dari sistem 

lama ke sistem yang baru dan juga untuk menangani masalah-masalah baru seperti 

perdagangan j asa, perdagangan dan lingkungan. 1 

Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi.final 

act of Uruguay Round melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi 

Kesepakatan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on 

Establishing the World Trade Organization). Prinsip single undertaking2 yang 

1 Taryana, Sunandar, Perkembangan Hukum Perdagangan lnternasional dan GAIT 1947 
sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 
1996, him. 127. 

2 Prinsip single undertaking dalam sistem ratifikasi berarti negara-negara peserta dalam 
Putaran Uruguay tidak diperkenankan hanya memilih salah satu perjanjian yang diinginkannya, yang 
menurut negara tersebut menguntungkan dan memungkin untuk dilaksanakan. Dengan sistem ratifikasi 
satu paket ini, negara peratifikasi terikat pada seluruh hasil perundingan, meskipun negara yang 

perdagangan kompleks. Ruang lingkup pengaturan 

hanya menyangkut masalah-masalah tradisional dalam 

intemasional seperti tariff dan hambatan non-tariff, tetapi sudah 

masalah-masalah lain yang berhubungan dengan perdagangan, seperti 

hidup, investasi, hak atas kekayaan intelektual, dan perdagang

dilihat dari salah satu tujuan dibentuknya WTO yakni untuk 

yang dapat menyediakan forum negosiasi dalam masa transisi 

sistem yang baru dan juga untuk menangani masalah-masalah 

perdagangan j asa, perdagangan dan lingkungan. 1 

Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi.final 

Uruguay Round melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang 
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2 

menjadi ketentuan dasar tata cara ratifikasi dalam Putaran Uruguay, membawa akibat 

hukum bahwa Indonesia tidak saja terikat pada Perjanjian Pembentukan Organisasr 

Perdagangan Dunia, akan tetapi juga terikat terhadap selurull kesepakatan yang 

dihasilkan oleh WT0.3 Oleh karena itu, salah satu kewajiban Indonesia sebagai 

anggota WTO adalah melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangannya 

agar tidak bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan WTO. 

Masalah lingkungan hidup adalah salah satu topik penting dalam perdagangan 

internasional. Beberapa kesepakatan WTO dan perjanjian internasional lainnya yang 

terkait langsung dengan masalah perdagangan dan lingkugan hidup, antara lain4: 

1. Ketentuan Technical Barrier To Trade (TBT); 

2. Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS); 

3. Article XX dan agenda XXI KTT Dunia Periode Januari 1992 yang menetapkan 

bahwa suatu negara dapat mengatur, mengawasi dan melarang produk impor 

karena kesehatan dan keamanan manusia; 

bersangkutan hanya meratifikasi salah satu saja hasil kesepakatan perundingan. Prinsip ratifikasi single 
undertaking atau ratifikasi satu paket ini ditetapkan pada Perundingan Brussel tahun 1990, sebagai 
bagian dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay. Sebelum prinsip ini diterima sebagai sistem 
ratifikasi, negara-negara peserta GA TT masih dibenarkan mernilih salah satu atau beberapa hasil 
perundingan yang mereka inginkan. Ratifikasi dengan cara memilih ini dikenal dengan istilah a la 
carte.(Taryana Sunandar, ibid�, Hal. 126). 

3 Lebih lanjut, Mahmul Siregar, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Studi 
Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral, Universitas Sumatera Utara, Sekolah 
Pascasarjana, Medan, 2005., Hal.7 

4 Pada prisipnya perdagangan multilateral terdiri dari 3 ha! pokok, yakni pertama: prinsip 
resiprositas atau timbal balik, artinya perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain hams 
diimbangi pula dengan perlakuan yang samadari negara lain kemitra dagangnyatersebut, kedua: prisip 
non diskriminasi atau perlakuan yang sama, prisip ini dikenal dengan sebutan Most Favoured Nation 
(MFN), yang maknanya adalah apabila suatu negara mengistimewakan suatu nagara maka negara itu 
juga hams diberikan kepada negara lainnya, ketiga: tranparency atau keterbukaan, artinya perlakuan 
dan kebijaksanaan yang dilakukan suatu negara hams transparan, jelas dapat diketahui mitra 
dagangnya, (Soedrajat, Perdagangan dan Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1992, Hal 26). 

bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan WTO. 

Masalah lingkungan hidup adalah salah satu topik penting dalam 

internasional. Beberapa kesepakatan WTO dan perjanjian internasional 

langsung dengan masalah perdagangan dan lingkugan hidup, antara 

Ketentuan Technical Barrier To Trade (TBT); 

Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS); 

XX dan agenda XXI KTT Dunia Periode Januari 1992 yang 

suatu negara dapat mengatur, mengawasi dan melarang 

kesehatan dan keamanan manusia; 

hanya meratifikasi salah satu saja hasil kesepakatan perundingan. Prinsip 
atau ratifikasi satu paket ini ditetapkan pada Perundingan Brussel tahun 
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